MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 899 Jakarta 10000

Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www mahkamahkonstitis:. qo i
Nomor D 42314 Z/PR.01.01/12/2016 2 Desember 2016
Sifat . Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal . Penyampaian Perbaikan Rencana Kerja (Renja) K/L

Mahkamah Konstitusi TA 2017

Kepada Yih.

1. lbu Direktur Hukum dan Regulasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Bapak Direktur Anggaran Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat
Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

di  Jakarta

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor $-907/MK.02/2016 tanggal 31
Oktober 2016 Hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Tahun Anggaran 2017, bahwa Mahkamah Konstitusi mendapatkan pagu alokasi anggaran
Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.264.274.483.000.- dari semula Pagu Indikatif Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp.226.741.196.000 -

Sehubungan dengan hal tersebut. dengan hormat bersama ini kami sampaikan
Perbaikan Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2017 sesuai
dengan perubahan pagu alokasi anggaran tersebut untuk dapat dikaji sehingga dapat
diteruskan kepada Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dapat kami sampaikan bahwa Perbalkan Rencana Kerja (Renja) Mahkamah
Konstitusi Tahun Anggaran 2017 juga mengakomodir penerapan standarisasi output
generik dalam rangka penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Mahkamah
Konstitusi TA 2017 dan telah disepakati dalam penelaahan online pagu alokasi anggaran
Mahkamah Konstitusi TA 2017

Demikian kami sampaikan. atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.




FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

. Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang
2. VISI : . g
Independen, Imparsial, dan Adil

. 1.Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung
3. MIST : e =
Penegakan Konstitusi

2.Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional

Warga Negara
4. Prioritas Nasional
Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017 (Juta)
13 Kepastian dan Penegakan Hukum 23.749.4
Jumlah 23.749.4

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 | Alokasi 2017(Juta)

01 Meningkatnya Pelayanan Penanganan Perkara dan Administrasi 2354155
Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Indeks Pelayanan Penanganan Perkara 85
Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara 70

Lainnya vang diputus

Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatil, PHPU 100
Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU
Bupati dan PHPU Walikota yang dipuius

02 Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi 9.530,5
vang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Aksesibilitas 85
03 Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakal mengenai 19.322.5
Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional 75

Warga Negara

Jumlah 264.274.5
6. Program dan Pendanaan
S St Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kci{:;?:;::?;um]
Rupiah | PHLN+PDN [ PNBP+BLU | SBSN | Jumiah [ 2018 2019 2020
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 140.343.8 0.0 0.0 0,0 | 140.343.8 | 166.335.6 | 200.725.3 | 228.676,9
Lainnya Mahkamah Konstitusi R1
02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 9.530.3 0.0 0.0 0.0 9.530.5 | 25089.2) 31.786.5) 104042
Konstitusi RI
06 | Program Penanganan Perkara Konstitusi 05.071.7 0.0 0.0 00| 95.071.7 | 1245011 | 81.065.1 | 184.300.1
07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 193225 0.0 0.0 0.0] 193225 295624 | 40.623.0 | 356007
Jumlah 264.274.5 0.0 0,0 0,0 | 264,274.5 | 345.488,3 | 354.200.0 | 459.041.9

Jakarta,02 Desember 2016

Kepala Lembaga

Jenderal




FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1.Meningkatnya Pelayanan Penanganan Perkara dan Administrasi Peradilan

2. Sasaran Strategis K/L 2
s I dalam Penanganan Perkara Konstitusi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3. Program Mahkamah Konstitusi RI

4. Unit Organisasi

(Eselon 2) Mahkamah Konstitusi Ri

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alo:f]aj:"z)ﬂ”
01 Meningkatnya Pelavanan Administrasi Umum dalam Penanganan 127.199.9
Perkara Konstitusi
Predikat Capaian Kinerja Lembaga B
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi 80
Opini Laporan Keuangan wTP
Rata-rata nilai presiasi kerja pegawai Baik (nilai 76)
Indeks Layanan Adminisirasi Umum Skor 75
Deviasi antara pagu dan realisasi penyerapan 5%
Presentase rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan 40%
yang ditindaklanjuti
02 Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai 13.143.9
isu sirategis mengenai implemeniasi prinsip negara hukum yang
demokratis di berbagai forum internasional. baik dalam lingkup regional
maupun global
Tingkat Keikutsertaan dan Inisiatif MK dalam berbagai forum 100%
internasional
Jumlah 140.343.8
6. Kegiatan dan Pendanaan
i Prakiraan
- e Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kebutuhan(Juta)
Kode Kegiatan
Rupiah | PHLN+PDN [ PNBP+BLU | SBSN | Jumliah 2018 2019 2020
3366 | Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU 23.975.5 0.0 0.0 00| 239755| 350488 217392 | 47.200.4
Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah
3367 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi. Pengawasan, 3.1504 0.0 0.0 0.0 31504 3.659.2 4.003.3 39490
Organisasi dan Tata Laksana
3369 | Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip. 52.700.4 0.0 0.0 0.0 527004 | 63.376,5| 779643 | 810282
dan Ekspedisi
5238 | Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian 60.517.5 0,0 0.0 0.0 60.517.5| 63.651.1 | 97.0185 | 964393
Jumlah 140.343.8 0.0 0.0 0,0 | [40.343,8 | 166.335.6 | 200.725.3 | 228.676.9

Jakarta,02 Desember 2016




1. Kementrian/Lembaga

2. Sasaran Strategis K/L

3. Program

4. Unit Organisasi

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

RI

(Eselon 2)

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

. 1.Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang
" berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Ri

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

3 L Alokasi 2017
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 (k.?uia]
0l Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang 9.536.5
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan 85%
Komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi
Indeks Kepuasaan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi 85%
Tingkat Pemantaatan Sarana dan Prasarana 80%
Jumlah 9.536,5
6. Kegiatan dan Pendanaan
st Prakiraan
: el Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kebutuhan(Juta)
Kaode Kegiatan
Rupiah | PHLN+PDN | PNBP+BLU | SBSN | Jumlah 2018 2019 2020
3370 | Pembangunan, Rehabilitasi. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 9.536,5 0.0 0.0 0.0 0.536,5 | 25.080.2 | 31.786,5 | 10.404.2
Prasarana
Jumlah 9.536.5 0.0 0.0 0.0 9.536.5 | 25.089.2 | 31.786,5 | 10,404.2

Jakarta,02 Desember 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga




FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga @ MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1.Meningkatnya Pelayanan Penanganan Perkara dan Administrasi Peradilan

2. Sasaran Strategis K/L e
s dalam Penanganan Perkara Konstitusi
3. Program : Program Penanganan Perkara Konstitusi

4. Unit Organisasi

(Eselon 2) Mahkamah Konstitusi Ri

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 AIO::?:":)G”
01 Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan adminitrasi peradilan 90.903.1
dalam penanganan perkara konstitus
Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Skor 85
Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 0%
vang diputus
Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden 100%
dan Wakil Presiden. PHPU Gubernur, PHPU Bupati dan PHPU
Walikota
02 Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan 41080
kewenangan konstitusionalnya
Persentase penyelesaian Kajian Perkara 8%
Persentase Penelitian tentang Perkara Konstitusi. Hukum dan 100%0
Tata Negara
Persentase tersusunnya usulan rancangan undang-undang MK 10076
Jumlah Peratoran Mahkamah Konstitusi 2 PMK
Jumlah 95.071,7
6. Kegiatan dan Pendanaan
AT - Prakiraan
: ; Indikasi Pendanaan Tahun 2017 P e L)
Kode Kegiatan
Rupiah | PHLN+PDN | PNBP+BLU | SBSN | .Jumlah 2018 2019, 2020
3372 ' | Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden | 95.071.7 0.0 0.0 0.0 05.071.7 [ 124.501.1 | 81.065.1 | 184.300,]
dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati. PHPU Walikota
dan Perkara Lainnya
Jumlah 95.071,7 0.0 0.0 0.0 95.071.7 | 124.501.1 | 81.065,1 | 184.300,1

Jakarta,02 Desember 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga




1. Kementrian/Lembaga
2. Sasaran Strategis K/L
3. Program

4. Unit Organisasi
(Eselon 2)

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

I.Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Mahkamah Konstitusi Ri

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi dalam Kehidupan

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alo:‘;‘;::)o”
01 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai- 19,3225
nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Skor 75
Jumlah 19.322,5
6. Kegiatan dan Pendanaan
RS . Praki
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Kebu?:xha:::l-}nuta)
Kode Kegiatan
Rupiah | PHLN+PDN | PNBP+BLU [ SBSN | Jumlah 2018 2019 2020
3373 | Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serla 19.322,5 0.0 0.0 0,0 193225 [ 20 562.4 | 40.623,0 | 35.060.7
Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK
Jumlah 19.322.5 0.0 0.0 0.0 19.322.5 | 29.562.4 | 40.623.0 | 35.660.7

Jakarta,02 Desember 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

W2\ :w&
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

1. Kementrian/Lembaga

2. Program

TAHUN ANGGARAN 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi R1

1.Meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan berbagai isu

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di
berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global

2.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara

Konstitusi

Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah

Biro Humas dan Protokol

(Eselon 2)
6. Output dan Pendanaannya
< A : Alokasi ials i "
Tt OQutput lndlka?or Kinerja Target 2017 Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
002 | Terselenggaranya Kerjasama S Paket 13.143.9 F——
Dalam Negeri dan Luar Negeri
Laporan Pelaksanaan 12
Kegiatan Kerjasama Dalam | Laporan
dan Luar Negeri
Perseniase Mow/SPK vang 100%0
ditindaklanjuti
004 | Layvanan Informasi Penanganan I b2 T P I —
Perkara Konstitusi Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Layanan Informasi
Penanganan Perkara
Konstitusi
958 | Layanan Hubungan Masvarakat 1 46240 ! 1 e
dan Komunikasi Layanan
Tingkat Layanan Fubungan | Skor 75
Masyarakat
962 | Layanan Umum 1 372.0 | -
Layanan
Tingkat Layanan Skor 80
Perpustakaan
994 | Layanan Perkantoran 12 Bulan sm05(, vy 1 e
Layanan
Tingkat Layanan TU Skor 70
Pimpinan dan Protokol
Jumiah 23.975.5

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode QOutput/Komponen Sptuan. | Alokasi Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target Biav i
iava | CIUt) 1 o01s. | 2019 2020 2018 | 2019 | 2020
002 | Terselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri 5 Paket 13.143.9 | 7 Paket | 6 Paket 7 Paket 282799 | 14.097.7 | 39.260.0
dan Luar Negeri
Penvelenggarac Keryasama Dalam 1 2.400.0 2.400.0
Negeri
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negert 3 3.376.3 10.128,9
Pertemuan Koordinasi Faknitas Hukun 615.0 615,0
dan Pusar Kajian Konstitus
004 | Layanan Informasi Penanganan Perkara | Layanan 4.6 1 1 | Layanan 80,0 38,9 90,0
Konstitusi Layanan | Layanan
Operasional Lavanan Informasi | 74,6 74.6
Penanganan Perkara Konstitusi




Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen e Catuan [Alolas Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target Biava sl Onre
Yo 2018 2019 2020 2018 2019 2020
958 L_ﬂyanap l-]l}bungan Masyarakat dan 1 Layanan 4.624.6 1 1 1 Layanan 6.603,5| 6.793.4 | 7.0404
Komunikasi Layanan | Layanan
Publikasi Konstitusi dan MK 2 1,850.0 3.700.0
Pengelolaan Kelumasan dan 2 97.3 194.5
Keprotokolan
Pelayvanan Data, Dokumentasi, ) 2180 436,1
Komimikasi dan Informasi Kehumesan
Pengelolaan Pusar Sejarak Konstitusi dan 1 294.0 294.0
MK
962 | Layanan Umum | Layanan 372.0 1 1 1 Layanan 4503 5100 5100
Layanan | Layanan
Pengelolaan Perpusiakacn 1 2350 2350
Publikasi Perpustakaan Konstitusi 1 137.0 137.0
994 [ Layanan Perkantoran 12 Bulan 5.760.5 12 12 12 Bulan Layanan 2350 249.3 360.0
Layanan Bulan Bulan
Layanan | Layanan
Operasional dan Pemeliharaan Kanor 12 480.0 5.760.5
Jumlah 23.975.5 35.648.8 | 21.739.2 | 47.260.4
B. Sumber Pendanaan
Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode Output/Komponen Komponen
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah
002 T'erselenggaranya Kerjasama Dalam Negeri dan Luar 13.143.9 0.0 0.0 0.0 131439
MNegeri
Penyelenggaraan Kerjasama Dalan Negeri BLK 2.400.0 0.0 0.0 0.0 2.400,0
‘envelenggaraan Kerjasanie Luar Negeri BLK 10.128.9 0.0 0.0 0.0 10,1289
Pertemuan Koordinasi Fakultay Hukum don Pusar BLK 615.0 0,0 0.0 0.0 615.0
Kajien Kenstitusi
004 Layanan Informasi Penanganan Perkara Konstitusi 740 0,0 0.0 0.0 740
Operasional Lavanan Informasi Penangenan Perkara BLK 4o 0.0 0.0 0.0 T4.6
Konstitusi
958 | Layanan Hubungan Masyarakai dan Komunikasi 4.024.6 0.0 0.0 0.0 4.624,6
Publikasi Konstitust dea MK BLK 3.700.0 0.0 0.0 0.0 3.700.0
Pengelolaqr Kehumasan dan Keprotwkolan BLK 194.5 0.0 0.0 0.0 194.5
Pelavanan Data, Dokumentasi. Kemmikast dan BLK 436.1 0.0 0.0 0.0 6.1
Infornasi Kelnmasan
Pengelolaan Pusar Scjarah Konstitusi deny MK BLK 2040 0.0 0.0 0.0 2040
962 | Lavanan Umum 372.0 0.0 0.0 0.0 372.0
Pengelolaan Perpusiakacn BLK 2350 0.0 0.0 0.0 235.0
Publikasi Perpusiakean Konstiusi BLK 137.0 0.0 0.0 0.0 137.0
994 Layanan Perkantoran 5.760.5 0.0 0,0 0.0 5.760.5
Cperasional den Pemeliharaan Kamor BLK 5.760.5 0.0 0.0 0.0 5.700.5
Jumlah 23.975.5 0.0 0.0 0.0 23.975.5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 —-

Jakarta,02 Desember 2016

Ly NIP:196001017198103 1 001




1. Kementrian/Lembaga

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi RI

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara

Konstitusi

Penyusunan Rencana Ketja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan
Tata Laksana

Biro Perencanaan dan Pengawasan

(Eselon 2)
6. Output dan Pendanaannya
: S Alokasi R b
Ve Output Indikator Kinerja Target 2017 Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPUAPI/PPBAN/RB
952 | Layanan Perencanaan 1 2.1800 | ey
Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Dokumen Perencanaan
Program Kerja dan
Anggaran
Persentase Ketepatan Wakiu 85%
Penyelesaian Revisi
Program Kerja dan
Anggaran
953 | Layanan Pemantauan dan I 5122 -
Evaluasi Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Capaian Kinerja
dan Anggaran
960 | Layanan Manajemen | 106.0 e
Organisasi Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Dokumen Penataan
Organisasi dan Tata
Laksana
961 | Layanan Reformasi Birokrasi 1 322.0 =
Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Dokumen Reformasi
Birokrasi
965 | Layanan Audit Internal 1 30.1 s
Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Pengawasan dan
Pemeriksaan Administrasi
Umum dan Administrasi
Yustisial
Persentase Tersusunnya
Pedoman Administrasi
Umum dan Administrasi
Yustisial
Jumlzh 3.150.4

7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode QOutput/Kemponen Satunnt i AIoKasi Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/iarget Biav 3
iayal e S die | 2019 2020 2018 | 2019 | 2020
952 | Layanan Perencanaan | Layanan 2.180,0 1 1 | Layanan 2.886.2 | 2.808,9 | 2.526.7
' Layanan | Layanan
Penyusunan Rencana Anggaran 1 350.8 3508




Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen S [P ok Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target Biava (Juta)
3 2018 2019 2020 2018 | 2019 | 2020
Pemvusunan Rencana Program 4 4531 1.8122
Penvusunan Rencana Kinerja 1 17.0 17.0
953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Layanan 5122 1 1 1 Layanan 2080 3159 818.1
Layanan | Layanan
Penyvusunan Laporan Pencapaian Kinerja 1 58.5 58.5
Pelaksanaan Pemantauan dan Fvaluasi 2 2269 453.7
960 | Layanan Manajemen Organisasi 1 Layanan 106.0 1 1 1 Layanan 119.1 2362 | 2270
Layanan | Layanan
Penyempnrnaan Manajemen 1 106.0 106.0
Ketatalaksaneaan Organisasi
9al | Layanan Reformasi Birokrasi 1 Layanan 3220 1 1 1 Layanan 1112 117.9 117.9
Layanan | Layanan
Peledksanaan Reformeasi Birokrast 1 195 495
Fvaluasi Pelaksancaan Reformasi Birokrasi | 2725 2725
965 | Layanan Audit Internal 1 Layanan 3001 1 1 1 Layanan 2446 5343 2593
Layanan | Layanan
Penvelenggaraan Pengawasan darn . 15.1 30.1
Pemeriksaen
Jumlah 3.150,4 3.659.2 | 4.003.3 | 3.949.0
B. Sumber Pendanaan
Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode Output/Komponen Komponen
(BAK/BLK) Rupiah PHLN +PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah
952 [ Layanan Perencanaan 2.180.0 0.0 0.0 0.0 2.180.0
Penvusunan Revcana Anggaran BLK 3508 0.0 0.0 0.0 3508
Penyusuian Rencana Program BLK 1.812.2 0.0 0.0 0.0 1.812.2
Penyusiian Rencana Kinerja BLK 17.0 0.0 0.0 0.0 17.0
053 Lavanan Pemantauan dan Evaluasi 5122 0.0 0.0 0.0 5122
Penyusuian Laporan Pencaparm Kinerja BLK 58,5 0.0 0.0 (X)) S8.5
Pelaksancan Pemaniauan dai Fvalias BLK 4537 0.0 0.0 0.0 453.7
960 | Lavanan Manajemen Organisasi 106.0 0.0 0.0 0.0 106.0
Penyempurnaan Manajemen Ketatalaksanaan BLK 1060 0.0 0.0 0.0 106,0
Crganisasi
961 Layanan Reformasi Birokrasi 3220 0,0 0.0 0,0 3220
Pelaksemaan Reformasi Bivokrast BLK 495 0.0 0.0 0.0 495
Ivalwasi Pelaksanaan Reformast Birokrasi BLK 2725 0.0 0.0 0.0 2725
965 Layanan Audit Internal 30.1 0,0 0.0 0.0 30,1
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaen BLK 30.1 0,0 0.0 0.0 3001
Jumlah 3.150.4 0.0 0.0 0.0 3.150,4

C. Pendanaan PHLN atauw PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,02 Desember 2016




FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

1. Kementrian/Lembaga

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

TAHUN ANGGARAN 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi RI

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara
Konstitusi

Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

Biro Umum

(Eselon 2)
6. Output dan Pendanaannya
13 A Alokasi AET Lk ]
\oae Outnut Indikator Kinerja Target 2017 Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
956 | Layanan Manajemen BMN 1 2583 . —anen
Layanan
Persentase Penyesuaian » 92%
Laporan BMN Hasil
Rekonsiliasi
962 | Layanan Umum 1 223 N
Layanan
Tingkat Kepuasan Layanan | Skor 75
Arsip dan Naskah Dinas
994 | Lavanan Perkantoran 12 Bulan | 522190 (| 1 e

Layanan

Tingkat Kepuasan Layanan | Skor 75
Kerumahtanggaan

Tingkat Ganggunan < 0,03
Keamanan

Jumlah

52.700.4

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen Safuans | PAlokasi Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target 3 3
Biaya sl S U EIE0 018" (12019 2020 2018 | 2019 | 2020
956 | Layanan Manajemen BMN 1 Layanan 258.3 1 1 | Layanan 1184 185.1 3107

Layanan | Layanan

Pengelolaan BAIN 3 773 2319
Pembinacn Kernmealiwenggaai 1 264 26,4
962 | Layanan Umum I Layanan 250 1 1 1 Lavanan 171.7 182.1 659.0
) Layanan | Layanan
Pembinacur Arsip Unnim dan Yustisial 2 1116 2231
994 | Layanan Perkantoran 12 Bulan 52219.0 12 12 12 Bulan Layanan 63.086,4 | 77.597.2 | 80.058.5
' Layanan Bulan Bulan
Layanan | Layanan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 43516 | 522190
Jumlah 52.700.4 63.376,5 | 77.964,3 | $1.028.2




B. Sumber Pendanaan

i Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode Output/Komponen Komponen
(BAK/BLK) | Rupiah | PHLN +PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah
956 Layanan Manajemen BMN 2583 0.0 0.0 0.0 2583
Pengelolaan BAMN BLK 2319 0.0 0.0 0.0 2319
Pembinaan Kerumatuanggaan BLK 26,4 0.0 0.0 0.0 26.4
962 Layanan Umum 233 0,0 0.0 0.0 223.1
Pembinac Arsip Ui demn Yustisial BLK 2231 0.0 0,0 0.0 23231
994 Layanan Perkantoran 52.219.0 0.0 0,0 0.0 52.219.0
Operasional dan Pemelilaraan Kamor BLK 52.219.0 0,0 0.0 0.0 52.219.0
Jumlah 52.700,4 0.0 0.0 0.0 52.700.4
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,02 Desember 2016
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. Program Mahkamah Konstitusi RI

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dalam Penanganan Perkara

3. Sasaran P o
. i Konstitusi
4. Kegiatan : Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian

5. Unit Organisasi
(Eselon 2)

6. Output dan Pendanaannya

Biro Keuangan dan Kepegawaian

i s 5 Alokasi ik s
kode Output Indikator Kinerja | Target 2017 Prioritas | Program [ Kegiatan Dukungan
p Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/APIPPBAN/RB
054 | Layanan Manajemen SDM 1 ©.572.1 | Kepastian | Penegakan | Pengembangan| e
Layanan dan Hukum SDM Aparat
Penegakan yang Penegak
Hukum | Berkualitas Hukum
Jumlah Diklat Teknis 10
Penyertaan yang, Diklat
Diselenggarakan
Jumlah peserta yang 31 orang
mengikuti program
rintisan gelar S2 dan 83
Diklat Pimpinan dan 2 Diklat
Diklat Prajabatan yang
diikuti Pegawai
Jumlah Pegawai yang 8 orang
Mengikuti lmernship ke
MK Luar Negeri
Jumlah Pegawai vang 16 orang
mengikuti Recharging
Program
Jumlah Kegiatan Diklat 2
Kepaniteraan Kegiatan
Tingkat Layanan Skor 80
Adminisirasi Kepegawaian
Persentase Tersusunnya 100%0
Dokumen Daftar Urui
Kepangkatan Pegawai
955 | Layanan Manajemen 1 Lt I e e
Keuangan Layanan
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
Persentase Tersusunnya 1002
Laporan Penerbitan SPM
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Realisasi
Anggaran yang Telah
Direkonsiliasi dengan
Kementerian Keuangan
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Keuangan yang
Tepat Wakiu dan Sesuai
dengan Standar Akuntansi
Pemerintah
994 | Layanan Perkantoran 12 50.789.6 | | o
Bulan ’
Layanan
Tingkat Layanan Skor 80
Adminisirasi Keuangan
Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Pelayanan
Poliklinik MK




lode SOt Indikator Kinerja | Target A;g';‘,;s[ Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
y Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Jumlah 60.517.5

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen Satuan | ATolGst Volume/Target AloKasi (Juta)
YORmEATE) Biava | Gutn) [ore [ 2010 2020 20
2018 2019 2020
954 [ Layanan Manajemen SDM | Layanan 9.572,1 1 1 1 Layanan 10.656.7 | 10.656.7 | 10.656.0
Layanan | Layanan
Pembinean dan Pengembangan Pegawai 8 P o 8.8982
Tata Usaha Kepegaweaian 3 2246 6739
955 | Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan 155.8 1 1 | Layanan 175.0 180,0 203.1
Layanan | Layanan
Pembinacor Administrasi Kenangain 1 978 978
Penyusunan Laporan Kewangan 1 58,0 58.0
994 | Layanan Perkantoran 12 Bulan 50.789.6 12 12 12 Bulan Layanan 52.819.4 | 86.181.8 | 85.519.5
Layanan Bulan Bulan
Layanan | Layanan
Pembavaran Gaji dan Tunjangan 12 38180 | 458232
Operasional dan Pemelilaraan Kantor 12 4139 +4.966.4
Jumlah 60.517.5 63.651.1 | 97.018,5 | 96.439.3
B. Sumber Pendanaan
Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode QOutput/Komponen Komponen
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah
954 Layanan Manajemen SDM 9.572.1 0.0 0.0 0.0 95721
Pembinaan dan Pengembangan Pegawen BLK 8.808.2 0.0 0.0 0.0 28082
Tara Usaha Kepegawaian BLK 6739 0.0 0.0 0.0 (73,0
955 | Layanan Manajemen Keuangan 1558 0.0 0.0 0.0 155.8
Penibimcan Admmistrast Kewangan BLK 97.8 0,0 0.0 0.0 97.8
Penyusmnan Laporan Keuangan BLK 58,0 0.0 0.0 0.0 58.0
694 Layanan Perkantoran 50.789.6 0.0 0.0 0.0 50.789.6
Pembavaran Gaji den Triangan BLK 45.823.2 0.0 0.0 0.0 458232
Operasional dan Pemelibaraan Kanor BLK 49664 0,0 2.0 0.0 49664
Jumlah 60.517.5 0.0 0.0 0.0 60.517.5
C. Pendanaan PHLN atau PDN Talun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 —-
Jakarta,02 Desember 2016
aga
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

1. Kementrian/Lembaga

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi

TAHUN ANGGARAN 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi
RI

1.Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Biro Umum

(Eselon 2)
6. Output dan Pendanaannya
' Alokasi | . :
, : ? o ek s Target : Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
Kode SOUENY IndikatondCinetid Hegiatun 2017 (32::) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPUAPUPPBAN/RB
051 | Layanan 1 9.536.5 wmen
Internal Layanan
{Overhead)
Persentase Renovasi/Rehabilitasi/Pengembangan >92%
Gedung Kantor dan Rumah Negara yang Tepat
Wakiu
Persentase Pengadaan Barang dan Jasa sesuai >02%
Rencana
Jumlah 9.536.5

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen Satuar | Alokat Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target -B' ]
iavac | G018 | 2019 2020 218 | 2019 | 2020
951 | Layanan Internal (Overhead) I Layanan 0.5360,5 1 | 1 Layanan 250802 [ 31.786,5 | 10.404.2

Layanan | Layanan

Pengadacnr Peralatan dan Fasilitas 4 9325 3.730,0
Perkanoran

Ciedung den Bangunan 2 29033 5.8065

Jumiah 9.536.5 25.089.2 | 31.786,5 | 10.404,2
B. Sumber Pendanaan
Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode Output/Komponen Komponen
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah

951 | Layanan Internal (Overhead) 0.536,5 0,0 0.0 0.0 0.530.5
Pengadaan Peralaian dan Fasilitas Perkanforan BLK 3.7300 0,0 0.0 0.0 3.730.0
Geding den Bangunan BLK 5.806.5 0.0 0.0 0.0 5.806.5
Jumiah 9.536.5 0.0 0.0 0.0 9.536,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,02 Desember 2016
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FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

5. Unit Organisasi
(Eselon 2)

6. Output dan Pendanaannya

Program Penanganan Perkara Konstitusi

1.Meningkatnya pelayanan penanganan perkara dan adminitrasi peradilan
dalam penanganan perkara konstitus

2.Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan
kewenangan konstitusionalnya

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan
Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati. PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya

Biro Humas dan Protokol

Alokasi

Koda Qitoiit Indikator Kinerja Target 2017 Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
P Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 | Perkara PUU, SKLN. Perkara 207 10.154.8 arnn
Lainnya vang Diputus Perkara
Persentase Jumlah Perkara 70"

PUU. SKLN. dan Perkara
Lainnya vang Diputus

Konstitusional MK

002 | Penelitian dan Kajian Perkara 4 Paket o400 4 e
Konstitusi, Hukum dan Tata
Negara
Persentase Penyelesaian - 87%
Kajian Perkara
Persentase Penelitian 100%0
ientang Perkara Konstitusi,
Hukum dan Tata Negara
003 | Penanganan Perkara PHPU 138 528509 0 11 1 e
Legislatif; PHPU Presiden dan Perkara
Wakil Presiden, PHPU
Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota
Persentase Jumlah Perkara 100%%
PHPU Legislatif. PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden, PHPU Gubernur,
PHPU Bupati, PHPU
Walikota
004 | Peraturan MK dan Petunjuk 2 PMK. 1.219.6 |, T
Teknis 1 Draft
RUU
Perseniase Tersusunnya 100%
Usulan Rancangan Undang-
Undang MK
Jumlah Peraturan 2 PMK
Mahkamah Konstitusi
005 | Dukungan Pelaksanaan Tugas 12 Paket | 278924, | | | ==

Perseniase Penyelesaian 100%
Risalah Persidangan

Persentase Pemuatan 100%
Putusan MK dalam Berita
Negara

Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Dewan Etik




o e Alokasi e R 3
Pode Output Indikator Kinerja Target 2:']';‘;,5' Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan
Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
Persentase Terpenuhinya 100%
Layanan Persidangan Jarak
Jauh
Tingkat Kematangan Sistem | Skor 75
Informasi dan Teknologi
Persentase Pemeliharaan >92%
Peralatan 1CT Sesuai
Rencana
Jumlah 95.071,7

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen St Aol Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target Biaya | (Juta)
g 2018 | 2019 2020 2018 2019 2020
001 | Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang 207 Perkara 10.154.8 | 208 204 207 Perkara 10.203.9 | 10.007.6 | 10.154.8
Diputus Perkara | Perkara
Penanganan Perkara PULL SKEN, dan 207 49.1 10.154.8
Perkara Lainva
002 | Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi. 4 Paket 2.949.0 | 4 Paket | 4 Paket 4 Paket 31968 43800 28731
Hukum dan Tata Negara
Penelitian dan Pengckajian Perkara 2 7412 14823
Konstitusi
Penviswncn Jurnal Konstiiusi 1 8267 8267
Pengadean Bukn dan Bahan Hukin 1 640,0 40,0
Konstitusi dan Ketaranegaracan
003 | Penanganan Perkara PHPU Legislatif. PHPU 138 Perkara 52.8559] 200 208 364 Perkara 79.509.0 | 17.730,0 | 138 631.0
Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Perkara | Perkara
Gubernur. PHPU Bupati, PHPU Walikota
Penanganen Perkara PHPU Legislarif, 138 B30 | 528559
PHPU Presiden dan Wakil Presuden.
PHPU Gubermr, PHPU Bupan, PHPU
Werikora
004 | Peraturan MK dan Petunjuk Teknis 2 PMK. | Drafl 1.219.6 | 2PMK | 2 PMK 2PMK 10000} 20143 1.800.0
RUU
Penvusunan Peraturan MK den Petunjik 2 359.8 7196
Tekrs
Penvusunen Remeangan Undang-Undang 1 500.0 300.0
MK
005 | Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional 12 Paket 278924 [ 12 12 Paket 30.501.4 | 46.927.2 | 30.841.2
MK Paket Paket
Dukenngan Operasional Tugas Pokok dan 12 2.3244| 278924
Tangst
Jumlah 95.071.7 124.501,1 | 81,065.1 | 184.300.1
B. Sumber Pendanaan
Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode Quiput/Komponen Komponen
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 | Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang Diputus 10.154.8 0.0 0.0 0.0 10.154.8
Penemganan Perkara PUU, SKLN. dai Perkara BLK 10.154.8 0.0 0.0 0.0 10.154.8
Lainya
002 | Penelitian dan Kajian Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata 29400 0.0 0.0 0.0 29490
Negara
Penelitian dan Penghajian Perkara Kenstitusi BLK 1.4823 0,0 0.0 0.0 1.4823
Penyusunan Jurnal Konstitnsi BLK 826.7 0.0 0.0 0.0 820.7
Pengadacn Buku den Bahan Hukwm Konsiitust dem BLK 6400 0.0 0.0 0.0 640,0
Kewatanegaraan
003 | Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan 52.8559 0.0 0.0 0.0 52.8559
Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU




Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode Output/Komponen Komponen ;
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah
Walikota
Penanganan Perkara PHPU Legislanif, PHPU BLK 528559 0.0 0.0 0.0 52,8559
Presiden dean Wakil Presiden, PRPU Guberinmr. PHPU
Bupari, PHPU Walikow
004 | Peraturan MK dan Peiunjuk Teknis 1.219.6 0.0 0.0 0.0 1.219.6
LPenviesunent Peranran MK den Petunjuk Teknis BLK 719.6 0.0 0.0 0.0 7196
Penvusunan Rancangan Undang-Undang MK BLK 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0
005 | Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK 27.8924 0.0 Q.0 0.0 27.892.4
Dukiengan Operasional Tugas Pokok dan ungsi BLK 27.8924 0.0 0.0 0.0 27.892.4
Jumlah 95.071.7 0.0 0.0 0.0 95.071,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 -

Jakarta,02 Desember 2016




1. Kementrian/Lembaga

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-
nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi
Perkara Konstitusi dan Putusan MK

5. Unit Organisasi (Eselon 2) : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

6. Output dan Pendanaannya

kode

Qutput

Indikator Kinerja Target A;?:]u;s' Prioritas | Program | Kegiatan Dukungan

Kegiatan 2017 (Juta) Nasional | Prioritas | Prioritas | PPP/ARG/KSST/MPI/APHPPBAN/RB

001

Pendidikan dan Pelatihan Hak

Konstitusional Warga Negara

23 14.177.5 | Kepastian | Penegakan | Budaya -
Kegiatan | | dan Hukum Hukum
Penegakan yang

Hukum Berkualitas

Persentase Tersusunnya 100%
Dokumen Perencanaan dan
Pengembangan Program

dan Kurikulum Pendidikan

Persentase Tersusunnya 10076
Dokumen Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Hak Konstitusional Warga
Negara

s
P2
b

Tingkat Layanan
Pendidikan dan Pelatihan
Hak Konstitusional Warga
Negara

Persentase Tersusunnya 100%
Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi

Tingkat Pemahaman Hak Skor 75
Konstitusional Warga
MNegara (Bagi Peserta
Diklat)

Pendidikan dan Pelatihan 2
Peningkatan Pemahaman Kegiatan
Hak Konstitusional Warga
MNegara dan Hukum Acara
Peradilan Konstitusi bagi
Partai Politik/Tokoh
Masyarakat/ Penyelenggara
Pemilu

9

Pendidikan dan Pelatihan 2
Hak Konstitusional Warga | Kegiatan
Negara dan Hukum Acara bV
Peradilan Konstitusi bagi
Mahasiswa

Fasilitasi Peningkatan 1
Pemahaman Hak Kegiatan
K.onstitusional Warga e
Negara bagi Guru
Pendidikan
Kewarganegaraan se-
Indonesia

Pendidikan dan Pelatihan 3
Hak Konstitusional Warga | Kegiatan
MNegara dan Hukum Acara
Peradilan Kenstitusi bagi
Penyelenggara Negara




Kode

Indikator Kinerja

Quiput Kegiatan

Target
2017

Alokasi

(Juta)

Prioritas

2017 Nasional

Program
Prioritas

Kegiatan
Prioritas

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

Pusat dan Daerah

Pendidikan dan Pelatihan
Hak Konstitusional Warga
Negara dan Hukum Acara
Peradilan Konstitusi bagi
Guru dan Dosen

2

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan
Hak Konstitusional Warga
Negara dan Hukum Acara
Peradilan Konstitusi bagi

Organisasi Kemasyarakatan

=

Kegiatan

Fasilitasi Peningkatan
Pemahaman Hak
Konstitusional Warga
Negara dan Pengajaran
Mata Kuliah serta Praktik
Hukum Acara Peradilan
Konstitusi di Perauruan
Tinggi

1
Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan
Hak Konstitusional Warga
Negara dan Hukum Acara
Peradilan Konstitusi bagi
Masyarakat Hukum Adat

a

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan
Hak Konstitusional Warga
Negara dan Hukum Acara
Peradilan Konstitusi bagi
Organisasi Perempuan/
Kesetaraan Gender

o

Kegiatan

002

Diseminasi Perkara Konstitusi
dan Putusan MK

3 Paket

Persentase Tersusunnya
Laporan Diseminasi dan
Publikasi Perkembangan
Perkara Konstitusi dan
Putusan MK

100%

Jumiah

19.322.5

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

Tahun 2017 Prakiraan Maju
kode Output/Komponen Satuan | Afolcat Volume/Target Alokasi (Juta)
volume/target Biav Jut
ey U8 o 01811 <2019 2020 2018 | 2019 | 2020
001 | Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional 23 Kegiaian 14.177.3 24 37 27 Kegiatan 19.157.4 | 26.548.5 | 26.548.5
Warga Negara Kegiatan | Kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan 3 1194 597.1
Program den Kurikulum Pendicdikan
Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikan 9 14058 | 12.652.5
dan Pelatihan Hak Konstitustonal Warga
Negara
Ivalduasi dan Pelaporan Penvelenggaraan 1 927.7 927.7
Pendicdikan Pancasila dan Konstitusi
002 | Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan 3 Paket 5.145.2| 3 Paket | 3 Paket 3 Paket 10.405.1 | 14.074.5 | 9.1123
MK
Disemmasi Perkara Konstitusi den 3 1.715.1 5.1452
Putisan AIK
Jumlah 19.322.5 29.562,4 | 40.623,0 | 35.660.7
B. Sumber Pendanaan
Jenis Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Kode QOutput/Komponen Komponen : ; EREs
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumiah
001 | Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga 14.177.3 0.0 0.0 0.0 14.177.3
Negara
Perencanaan den Pengembangan Program dan BLK 597.1 0,0 0.0 0.0 597.1




Jenis

IndiKkasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Kode Qutput/Komponen Kompone
(BAK/BLK) Rupiah PHLN + PDN | PNBP + BLU SBSN Jumlah

Kurikiehum Pendidikan
Penvelenggaraan Kegiatan Pendidikair den Pelatilan BLK 12,6525 0.0 0.0 0,0 12.652.5
Hak Konstitusional Warga Negara
Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan BLK 9277 0.0 0.0 0,0 927.7
Pancasila dan Konstifusi

002 Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK 5.145.2 0.0 0.0 0,0 5.1452
Diseninast Perkara Konsritusi den Putnsan MK BLK 51452 0.0 0.0 0.0 51452

Jumlah 19:322.5 0,0 0.0 0.0 19.322.5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,02 Desember 2016

a/n Menteri/ Kepala Lembaga
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